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JIKA kelak Rancangan
Undang-Undang tentang
Sistem Pendidikan
Nasional disahkan,
para guru tidak

akan lagi menerima
tunjangan yang
berbasis sertifikasi
Selanjutnya, untuk para
guru berstatus aparatur
sipil negara (ASN),
pernberian tunjangan
akan mengacu kepada
Undang-Undang tentang
ASN. Sementara itu,
pemberian tunjangan
untuk para guru non-
ASN akan mengacu
kepada UU tentang
Ketenagakerjaan.
Banyak masalah yang
bakal muncul.

m RUU Sistem Pendidikan Nasional
Tunjangan Guru, Perubahan

Mekanisme., dan Potensi

ENDATI harus melewali proses
P smerman o memaian i

Yuli (30) beranggapan, sertifikasi
auru sangatlah penting. Pasalnya,
sertifikasi menunjukkan profesionalitas
gurw, Yuli --yang merupakan guru di salah
satu sekolah dasar negeri di Knbupaten
Bandung ini- jugs merasakan banyak
m.mla.:r dari sertifikasi.

"Saya kan sempat menjadi guru honerer
sebelum akhirnya berstatus ASN, Latar
belukang pendidikannya juga tidalk linier.
Akan tetapi, dengan sertifikusi, kompeten:
prafesional dan ilmu pedagogi juga
meningkat,” ungkap Yuli

Yuli menceritakan, sudah 13 tahun
dia mengabdi menjadi guru SD. Proses
sertilikasinya dimulai pada 2019 dan baru
dinyatakan lulus sekitar satu tahun kemu-
dian.

Tn menyebutkan, tahapan untuk sertifi-
kasi dimulai dari sclcksi administrasi
Tulus, guru yang bersangkutan lapor di
muu melanjutkan atun tidsk, i itu
melaku
mik secara daring di sekolah vang ditun-
juk. Kalau lulus, baru penempatan untik
pendidikan. Menurut Yuli, kekurangan
dari proses sertifiliasi ini adulah tidak se-
mua daerah punya fasilitas mumpuni un-
tuk menggelar pembelajsran secara daring.
Bandung saja tidak punya semua. Padahal,
ng harus dikirim via daring ba-

a

eus:

tuga:

nyak

“Untuk mendapat sertifikat, ada perkulial
an secara daring sekiliur enim bulan, pralii
mengajar, ujian praktik, dan terakhir wjian
pedagogi. Kalaw tidak lulus, ada remedial
terus 1 lulus. Ket embelajuran
daring pun ada tesnya juga. Modulnya ba-
nyak, Kalau buat guru, sertifikasi ini per-
jusngan henget,” tutur Yuli

Setelah lulus sertifikasi dan herstatus
sebagai ASN. Yuli merasakan ada pening-
katan dari sisi pendapatan. Sealnya, dia
mendapat tunjangan sertifikasi, Sayangnya,

E

kata Yuli, tunjungun itu baru cair setinp
tiga bulan sekali’
sat masih menjudi honorer, guii dun

gan sekitar Rp 1,5 juta setiap bulan
ng tentu berbeda. Karena saya sudah
ASN, gajinya sesuai golongan dan jabatan,
Sebiagai guru, saya ihginnya sama seperti
ASN vang lain, y
bulan, jangan i. Kenapa
kalau guru ber h(‘(h, padahal sama-sama
§-1, seharusnya ada penyetaraan. Dapat
gaji pokok dan tunjangan setiap bulannya,”
kata Yuli.

Berbeda dengan Yuli, Ritki (35) men-
dapat sertifikasi pada 2015 dengan proses
yang Jebih singkat. Guru seni SMPN 49
Kota Bandung ini telah menjadi guru sciak
2010, Sebagai sarjana lulusan Universitas
Pendidikan Indonesia, Rifki perlu meng-
ikuti pelatihan intensif selama liga minggu
untuk mendapat sertifikasi.
va ikut sertifikasi pada 2015. Saat
aratnya kot pelatihan tiga minggu.
Prosesnya intensif karena sampai mengi-
nap,” ucap Rifki yang juga dikenal sebagai
drummer band 7 Kureaei tersebut.

Ta mengakui satu manfaat setelah
mendapat sertifikasi adalah peningkatan
taraf elonomi. Snalnya, dia mendapat tun-
jangan, Namun, savang, pencairan tunjan-
gannya tidak seperti ASN vang lain.

Menurut Rifki, profesi guru lebih herat
karena menghadapi makhluk hidup, sesa-
M manusin. Guru juga harus menghadapi
beragam karakier siswa, Untuk itulah, pro-
lesi guru seharusnya mendapal venh.\u:m
Khusus. "Sampui swat ini, engeak sedikit
yang giru punya pekerjaan sampingan.
Siapa pun, kalau berkaitan dengan eko-

nomi, ingin yang sehaik mungkin. Kalau
urnsan dapiir tenang, bisa fokus ke peker.
juan.” ungkap Rifli.

Ia mengatakan, proses sertifikasi untuk
suru masih diperlukan. Walaupun regulasi
dan prosesnya ketat, kalau nilai tunjangan-
nya besar, va sepadan. Guru, kata Rifki,
akean punya dedikasi dan loyalitas terhadap
pekerjaannya.

“Scbagai guru, saya berharap, pencairan
tunjungan sertifikasi bisa satu bulun selali.
Apalagi sekarang gura jugza ditintut untuk
menguasai teknologi informasi jadi perlu
gawai, seperti laptop dan in focus untuk
mu:duk\m« Legiatan helajar mengajar,”
Rifki.

1 RIAN Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dun Teknologi saat
ini tengah gencar mengampanyel
Raneangan Undang-Undang & Srem
Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)
Salah satu isu yang ditekankan adalah
soal pemberiin tunjungar

diterima sant ini bilu merujuk kepada UU
SN, Sarnentara iy, Burs-pir nohAS
akan mendapatkan penghasilan y
Tayak dari vayasan schagai pembori kor-
ia berdasarkan UL Ketenagakerjaan dan
peraturan turunannya.

Dua draf

Pengnhahan konsep pemberian
tunjanzan dari Kemendikbudristek itu

ik begitu diterima dengan mulus di
kalangan pegiat peadicikan. Ketua Umum
Pengurus BE\AI’ PGRI Unifah Rosyi i sem-
pat mempermasalahkan hilangnya
TihRERAT A REAH RrofeEl e dalam
RUU blaﬂlk!ld&

Menurut dia, dalam drafl RUU Sisdiknas
wversi April 2022 vang beredar luas, Ler
tera jelas tentang pemberian tunjangan
profesi bagi gurn dan dosen dalam Pasal

127 Avat (3], Namun, dalam draf versi
Agusius zoo2, pemberian TEG, tunjangan
iusus bagi guru di daerah terpencil, dan
liehormatan dosen, sebug:

profesi kepada guru tanpa harus dikuti
oleh syarat kepemilikan sertifikasi gurn
melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kemendikbudristek berpandangan, sertifi-
kasi gurn menjadi penghambat peneairan
tunjangan profesi guru.

Mendikbudristek Nadiem Makarim
mengatakan, tijnan utama pe mm-n,m
tunjangan tanpa syarat sertifikas
kini tengah diatur dalam RULT \w:hkn.w
adalah untuk mempereepat peneairan
tunjangan tersebut, Pasalny nlrean guru
untuk mencapatkan sertifikal gukup pan-

jang, sampai bertahun-tshun. Sementara
itu, tidal sedikit guru vang usianya men-
dekati masa pensiun. Banyak dari mercka
sampai akhir karier, bahkan sampai pen-
siun, tidale mendapatkan tunjangan profesi

“Ini adalah perbaikan besar yang mau
Kita lalaukan agar semua goru bisa mene-
rima tunjangan tanpa harus mengikuti
proses PPG dan sertifikasi yang antreanaya
paniang sekali,” ujarnya saat rapat dengar
pendapat dengan Komisi X DPR, baru-baru
ini.

Adapun untuk sertifikasi pendidik dari
program PPG ke depannya blﬂ d\fokuslnn
untuk meneetak gurn-gui . Sertifika
pendidik dari Pendidikan l‘tulcsl Guru
skan menjadi prasyarat bagi calon guru
hm u, bukan untu

guru akan menjadi seperti
Izin Mengemudi (SIM) untuk profesi guru,
ujarnya ~adiem

Pada dasarnys, dalam RUU Sisdiknas
tentang hak pendidik dalam hal pendapat-
an, Kemendikbudristek memisahkan an-
tara proscs “pengupahan” gurn dan fi
serlifikasi guru. Kepala Badan Standar,
Ascsmen, dan Kurikulum Pendidikan
(Kepala BSKAP) Anindito Aditomo menga-
takan, sertifikasi dan pemberian tunjangan
memiliki dua tujuan yang berbeda. Serti
fikasi merupakan mekanisme untuk men-
Jamin knalitas, sedangkan tunjangan me-
Tupakan cara meningkatkan kesejahteraan
yuru. Namun, karena selama ini sertifikasi
dikaitkan dengan syarat tunjangan prafesi,
masib terdapat sekitar 1,6 juta guru ving
helum mendapat penghasilan yang Lvak

Menurut dia, nantinya, guru-gurn vang
sudah mengajar, tetapi belum sertifikasi,
alean diputihkan kewajibannya. Mereka
akan langsung mengikuti mekanisme da-
Iam ULT Aparatur Sipil Negara (ASN) dan
J Ketenagakerjaan untuk mendapatkan
penghasilan vang lavak. Seturul UL ASN,
auru ASN akan mendapatkan tanjangan
jabatan fungsional. Besaran penghasilan
akan lebih tinggi duri penghasilan yang

mana ter it (30 hingg,
{16) Pasal 127 itu ternvata hilang Vit
dicanu Ayt (podari Pasal 327 draf
vers April ke dalam dalam Pasal 105 draf
Versi Apustus 2022,

“Tika benar itu dihilangkan, maka sangat
disuyangkan. Pemerintah, dalam hal
ini Kemendibudristek, telah melakukan
pengimglearan terhadap profesi gury dan
dosen,” ujarn

pila melihat langsung perbandingan draf
RUU Sisdiknas April 20ze dengan Agustus
2022, memang ayat mengenai perincian
funjangan bagi guru hilang dalam draf
vang terbaru. Dilam draf RUU Sisdiknas

April 2oz, Pasal 127 Avat (), terdapat

perincian tunjangan guru ke dalam empat
jenis, yukni tunjangan profesi untuk guru
dan dasen. tunjangan kKhusus untuk gur
clun dosen, tunjangan kehormatan untuk
doscn, dan tunjangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Dulam draf RUU Sisdiknas Agustus 2o:
avat tersebut hilang,

hak pendidik ditulis tanpa
kata “tunjangan” dalam
diknas Agustus 2oz, Hlanva
tertulis dalam huruf a Pasal 105 bahwa
“pendidik berhak memperoleh peng-
hasilan/pengupahun dan jaminan sosial
sesuni dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan”, Dari kalimat itu, kata
“tunjangan” hilang. Namun, ada klausa
baru yang masuk, vakni “.._scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undang-
an”

Ini berbeda dengan draf RUU Sisdiknas
April 2022, Selain ada avat vang memerinei
jenis-jenis tunjangan, penulisan hak pen-
didik juga menyertakan kata “tunjangan
Misalnya, dalam Pasul 127 nomer 1 huruf
., ot I Bowa  pandlAll Earhak mats.
peroleh gaji/upah. tunjangin, dan jaminan
sosial™.

Penulisan Pasal 205 huruf a dalam draf
RUU Sisdiknas Aguslus 20; i
memberi celah untuk mengaitkan pen-
dapatan guru dengan UU ASN dan UL
Ketenagakerjaan, sehagaimana disinggung
Anindito. Pa 'ﬂu\'\ hlh mclihat bab me-
ngenai penjelasan 105 huruf a RUTY
Sisdiknas Aguilua o2z, tertulis uraian
penjelisan mengenai kata “peraluran per-
undang-undungan”

Dalam uraian penjelasan pasal itu,
makna peraturun pemmmng—mm:m;, n
merujulk penerapannya yang tergantung
kepada Lunlek. De-nduh}\ ASN atau non-
ASN. Bnl.n dimaksud adalah pendidik
ASN. pemumn perundang-undangan”
ny dimaksud adalah “UU yang mengatur

Risiko

mengenai aparatur sipil negara beserta
|>m turan polaksanaannya”. Sementara itu,
vang dimaksud adaliah pendidik non-
ASN. peraturan porundang-undangan’
akan merujuk kepada "UU vang mengatur
mengenui ketenagukerjaun beserta peratur-
an pelaksanaannya”

Potensi Risiko

wakil Ketua Komisi X DPR R1 Abdul
Fikri Fagih menilai, persoalan penghasilan
wuru yang dikaitkan dengan UL ASN dan
TU Ketenagakerjaun memiliki risiko ter-
sendiri. Terkait 717 ASN, saat ini, masih
terdapat problem rekrutmen gurd honorer
vang belum selesai, seperti pengangkatan
menjadi gura dengan status PPPK.
. Largel pemerintah saal
ini adalah rekrutmen 1 juta guru honorer
menjadi PPP. Terakhir, terdapat 2g3.000
gury yang lolos passing grade dengan,
formasi. Kemudian. terdapat 10:3.000 lolos
tdak dengan formasi dan 400.000 lebil
tidak lolos. Dari 293.000 guru yang lolos
dengan formasi, terdapat hebor ana
SK-nya untuk 1-5 tuhun meski ud
vang SK-nya tak kunjung datang

“Padahal, usianya hampir pensiun
a yang 5uduh daput SK, tapi

diperpanjang ini PPPR-nya." ki

Kemudian, dari 193000 auru
lolos tidak dengan formasi, ujar Abdul,
pemerintah dacrah tidak juga mengajukan
formasi
ajukan, tapi sedi
analisis kenangan dacrah lebih dulu. Ke-
tika dianalisis keuangan daerah, ternyata
mereka tidak herani mengalokasikan sesuai
dengan formasi yang dibutubkan,” ujarnya.
Adapun bagi pendapatun guru yang
dikaitkan dengan UL Ketenagakerjaan,
katanyu, hal ini menvangkut kepada
mckanisme lemhbaga pendidikan swasta
Abdul menilai, penyelenggara pendidikan
swusta bis terancam gulung tikar karena
dituntut pengupahan guru sesuai dengan
stundur UMR atuu UMK,

“Memang, di satu sisi, jaminan untuk di
mana pun guru berada, dia akan dijamin

b UL supava penghasilannya sesuai de-
||).,1n UMR atan UMK Tetapi, ancamannya
k selolah v ngb.m;,krut ny

r
tidal I
an, Jadh, dfa harus mencari lembaga puv
didikan vang bonafid, yang punya kapital,
punya modal Jadi, memang benar-le-
nat ini sevival of the fittest, Jadi, nanti
ar chin bet-
sialisasi, tidak ada istilahnya
nanti nirlaba dan seterusnya,” ujarnya.
Abdul mengatakan, pemerintah,
utamanya Kemendikbudristek, perlu meng-
ujark dialog semuu pihid untuk menduput-
kan skema vang bagus. Tidak semua pihak
15 puas dengan kebijakan pemerintah.
kala clemen masyarakat
libatkan secara maksimal, itu mengurangi
resistensi dan seterusnya. Pejabat publik itu
kan ada dua wkurannya, yakni techuicelly
capable dan politically aveeptable. Sevara
politik, dia diterima. Tidak mesti diterima
semuanya. 50% plus satu saja sudah diterima
namanya. Tapi, untuk mencapatlean 0%
plus satu ini, kan perlu usaha, Sosialisasi,
menenangh Tidak hicus
100% tenang semu; l\(hkpe\ T 100% me-
nerima semua, iya. Tetapi, jangan h‘mudnn
tidak ada usaha (meranglail banyak pihak).
dak boleh, Kalau kemudian banyak mh'ﬂ(
merasa Lidak dilibatkan, tidak tahu-menala
L sinya, ini sy kira berbaly,
wiwnya. (Muhammad Ashari, Windy
Eka Pramudya /" PR™)***
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Kembalikan Pasal-pasal itu...!

Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat

mengatakan, para guru berharap, pasal mengenai
tunjangan profesi guru (I'PG) tetap tertulis dalam batang
tubuh RUU Sisdiknas. Pasal tentang TPG jangan hanyva
diletakkan dalam Bab Peralihan RUU tersebut untuk mem-
berikan rasa kepastian kepada guru.

Ketentuan tentang TPG juga jangan sekadar dijelas-
kan pemerintah kepada media massa. Apabila seperti itu,
para guru khawatir, peraturan tentang TPG akan berganti
mengikuti keinginan menteri yang sedang menjabat.

Di dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, ke-
tentuan tentang TPG lebih jelas diatur, termasuk tentang,
sumber dana TPG dan besaran TPG. Menurut Rizki, di da-
lam RUU Sisdiknas pun, scharusnya kctentuan TPG sccara
jelas diatur. Apalagi, RUU Sisdiknas merupakan gabungan
tiga peraturan, yvakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. dan UU Nomeor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi. "Agar tidak buat rancu, kembalikan pasal-pasal dari
UU Guru dan Dosen ke RUU Sisdiknas,” ujar Rizki, Kamis
(1/9/2022), seperti dilaporkan kontributor "PR” Rani
Ummi Fadila.

Meskipun demikian, apabila pemerintah mengganti I'PG
dengan tunjangan fugsional, Rizki setuju atas hal tersebut
agar guru vang belum bersertifikat juga mendapat tun-
jangan. Namun, besaran tunjangan fungsional perlu dise-
suaikan berdasarkan kinerja guru. Perlu tetap ada pembe-
da besaran tunjangan fungsional antara guru yang sudah
bersertifikat dengan yang belum bersertifikat agar tidak
ada kecemburuan. Besaran tunjangan fungsional gurnu vang
sudah bersertifikat harus lebih besar daripada guru vang
belum bersertifikat. Besaran tunjangan fungsional pun di-
harapkan tidak jauh berbeda dengan besaran TPG.

Pembedaan besaran tunjangan fungsional itu perlu di-
lakukan dengan pertimbangan karena guru yang telah ber-
sertifikat telah mengeluarkan upayva yang besar untuk lulus
sertifikasi. Tujuan lainnya, agar guru vang belum berserti-
fikat berupaya sebisa mungkin untuk mendapat sertifikat.

Oleh karena itu, Rizki meminta kepada pemerintah un-
tuk membuka kesempatan scluas-luasnya bagi guru untuk
tersertifikasi. Kondisi saat ini, kuota sertifikasi guru diba-
tasi setiap tahun, yaitu di bawah 100.000 orang. Sementa-
ra itu, jumlah calon guru setiap tahun mencapai 300.000
orang per tahun.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) wilayah Jawa
Barat Iwan Hermawan menilai, dihapusnya TPG dalam
RUU Sisdiknas mcrupakan sinyal bahwa pecmerintah berat
membayar TPG. Tahun depan saja, pengeluaran peme-
rintah untuk TPG mencapai Rp 9o triliun. Besarnva pe-
ngeluaran TPG sejalan dengan banyvaknya jumlah guru di
Indonesia.

Jumlah guru yang banyak disebabkan oleh banyvaknya
mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk menekan pengeluaran TPG, Iwan
menilai, perlu dilakukan perampingan kurikulum dengan
memangkas mata pelajaran. Dengan demikian, secara
otomatis, jumlah guru vang diperlukan bakal berkurang.
“Kalau jumlah mata pelajaran direduksi, tidak perlu rekrut
banyak guru,” kata Iwan.

Selain mengurangi mata pelajaran, perlu ditertibkan
lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yvang
tidak bonafide agar jumlah guru berkurang. Profesi guru
jangan dijadikan sekadar profesi untuk mencari uang. Dua
hal itu merupakan solusi agar TPG yvang ditanggung pe-
merintah tidak berat. Menurut Iwan, apabila TPG hanya
berganti nama, diganti dengan tunjangan lain, tetap saja
pemerintah akan berat membayarnya.

Hakikat profesi

Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indone-
sia, Prof. Cecep Darmawan menyavangkan tidak adanya
pencantuman besar tunjangan yang akan diberikan ter-
hadap guru. Juga, tidak ada pencantuman tentang lembaga
pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai lembaga
pencetak guru.

KETUA Umum Forum Guru Bersertifikasi Sekolah

"Saya melihat, penyusun Rancangan Undang-Undang
Sisdiknas ini tidak memahami hakikat profesi guru dan
LPTK. Sayva ingin menantang mereka untuk berdisku-
si membedah RUU baru ini,” ujarnya pada Minggu
(4/9/2022), sebagaimana dilaporkan kontributor "PR”
Dewivatini.

Guru itu, kata Cecep, merupakan sebuah profesi se-
hingga tidak bisa disamakan dengan aparatur sipil negara
(ASN). Oleh karena itu, Cecep merasa heran ketika di da-
lam RUU Sisdiknas, tunjangan untuk guru hanya berupa
tunjangan fungsional. Menurut dia, pola pikir pemerintah
itu keliru dengan memasukkan guru ke dalam kategori re-
gulasi ASN.

“"Seharusnya, pengaturan tentang profesi guru itu lex
specialis, lebih khusus, seperti jaksa dan hakim yang dilin-
dungi dengan regulasi sendiri untuk melindungi profesi-
nya. Ini malah diserahkan ke regulasi yang umum, seperti
UU ASN,” katanya.

Cecep menyebutkan, profesi guru itu harus dihargai
dengan tunjangan profesi, bukan tunjangan fungsional.
Namun, di RUU Sisdiknas, malah besaran tunjangan
pun tidak dicantumkan. "Kalau sekarang, dengan RUU
Sisdiknas tidak mencantumkan itu, ini akan berat.

Nanti, di regulasi mana dicantumkan? Kalau peraturan
pemerintah, akan bertentangan dengan undang-undang.
Selain itu, kalau di UU ASN, ke jabatan fungsional, perta-
nyaan guru itu sebagai profesi atau bukan?” tuturnva.

Lcbih lanjut, Cecep menycbutkan, pemberian tunjangan
fungsional untuk guru malah dapat mendorong guru tidak
mengikuti sertifikasi. Padahal, seorang sarjana baru dise-
but guru bila sudah memiliki sertifikat. "Guru dapat tun-
jangan, tapiseharusnya sebelum jadi guru. dia ikut profesi
dulu. Bahwa nanti dia jadi PNS atau sukwan, itu berbeda,”
ucapnya.

Kalau belum profesi, dia jadi pengajar. RUU Sisdiknas
lebih rumit. Saat pemerintah bisa memilih guru untuk ti-
dak mengikuti sertifikasi profesi, itu melanggar regulasi
profesi. Bahkan, ini bukti bahwa pemerintah terus-me-
nerus melanggar regulasi. Salah satunya vang tercantum
dalam UU Guru dan Dosen, di mana pemerintah berke-
wajiban untuk memberikan sertifikasi kepada yang be-
lum. "Pada 2015, seharusnya semua guru disertifikasi.
Pemerintah bisa dianggap lalai karena tidak memberikan
sertifikasi pada guru,” katanya.

Disebutkan, tunjangan fungsional itu rawan, standardi-
sasi bisa beragam, dan belum tentu ada jaminan untuk itu.
Sebetulnya, kata Cecep, penyusunan regulasi untuk guru
dan dosen ini merupakan kesempatan bagi guru dan dosen
dilindungi di dalam UU Sisdiknas, ditambah lagi dengan
menerapkan Omnibus Law dapat lebih kuat.

Selain itu, dengan pengesahan UU Sisdiknas itu, UU
Guru dan Dosen akan dicabut oleh undang-undang ini.
Cecep mengatakan, nanti akan ada dualisme pengaturan
vang tidak fair dan adil. Ketika tunjangan tidak seragam
dan tidak setara, lanjut Cecep, bisa menimbulkan
kecemburuan sehingga tidak menjamin kesejahteraan.

Guru itu dilihatnya sebagai profesi yvang menjadi amanat
dari UUD, vakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh karena itu, pengaturannya menjadi proteksi bagi pro-
fesi guru. Pertama, pentingnya pendidikan bagi kemajuan
bangsa. Jika ingin bangsa ini maju, perbaiki pendidikan-
nya. Pendidikan maju dengan memperbaiki gurunya.
Kemudian, agar guru berkualitas dan baik, harus diberi
tunjangan layak dan berkualitas. Kebutuhan minimal dan
kesejahteraan guru dipenuhi.

"Ketika regulasi tidak mengatur soal tunjangan profesi,
berarti pemerintah sudah seakan-akan menghilangkan
makna guru sebagai profesi. Tidak menghargai kalau diberi
sebagai tunjangan fungsional,” ucapnya.

Cecep mengingatkan agar pemerintah tidak mencari
simpati., tapi rumusannya tidak jelas. Kalau ingin lebih
baik, kata Cecep, cantumkan di RUU sisdiknas. "Jangan
bertahan dengan logika yang tidak begitu kuat. Cantumkan
pasal itu sesuai dengan saran akademisi dan keinginan
guru sehingga akan melindungi guru yang harus disertifi-
kasi lewat PPG sehingga profesional,” ucapnya.**%
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